PESISIF SELATAN PEMERINTAH -KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN

DAN PERLINDUNGAN ANAK
Jln. H. Ilyas Yacub No. 20 Painan

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN
NOMOR: 460/ A% /Kpts/DSPPrPA-PS/VI- 2019

TENTANG

PENUNJUKAN SUPERVISOR SIKS-NG PMKS DAN OPERATOR PROGRAM
REHABILITASI SOSIAL ANAK ( PROGRESA)
KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPALA DINAS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka supervisi dalam pengumpulan,
penghimpunan, penyajian dan penyimpanan data terpadu
kesejahteraan sosial SIKS-NG agar rehabilitasi sosial anak
dapat dilaksanakan secara terarah, terpadu dan
berkelanjutan maka perlu ditunjuk supervisor SIKS-NG
PMKS dan Operator Program Rehabilitasi Sosial Anak
( Progresa );

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas
Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Pesisir Selatan tentang Penunjukan Supervisor
SIKS-NG PMKS dan Operator Program Rehabilitasi Sosial
Anak ( Progresa ) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan  Daerah  Otonomi  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nemor 25) Jis
Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo
Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 1643);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor
4286); :

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Republik
Indonesia Nomor 4967);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan
Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 35587), sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang
Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041 );

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322 };

Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-
2019;

Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang
Kementerian Sosial;

Peraturan Menteri Sosial Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pedoman Pendataan dan Pengelolaan Data Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Potensi dan Sumber
Kesejahteraan Sosial;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah;

Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 28
Tahiin 2017 tentano Pednman TTmiim Verifilkaci dan Validaci
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Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun
2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Pesisir Selatan Tahun anggaran 2019;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 38 Tahun 2016
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok,
Fungsi Tata Kerja dan Uraian Tugas Jabatan Struktural
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak;

Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 95 Tahun 2018
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019;

MEMUTUSKAN :

Penunjukan supervisor SIKS-NG PMKS dan Operator Program
Rehabilitasi Sosial Anak ( Progresa) Kabupaten Pesisir Selatan
sebagai berikut :

Nama : RITA SUSANDRA, S.Pi, M.Si

Nip : 19710402 199701 2 001

Pangkat / Gol : Pembina / IV a

Jabatan : Supervisor SIKS-NG PMKS

Nama : DENI RAHMAN, S.AP

Nip : 19870821 201903 1 001

Pangkat / Gol : Penata Muda / lll a

Jabatan . Operator Program Rehabilitasi Sosial Anak
( Progresa )

Tugas Supervisor SIKS-NG PMKS dan Operator Progresa

1. Supervisor
Melakukan Supervisi dalam pengumpulan, penghimpunan,
penyajian dan penyimpanan data terpadu kesejahteraan
sosial

2. Operator
Melakukan pengentrian data terpadu kesejahteraan sosial
ke Aplikasi SIKS-NG

Supervisor SIKS-NG PMKS dan Operator Program Rehabilitasi
Sosial Anak ( Progresa ) bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Pesisir Selatan.

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(APBD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2019, pada
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Tahun 2019.




KELIMA :  Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tangga
litetapkan.

Ditetapkan di  Painan
Pada tanggal 16 Juni 2019

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
% KABUPA PESISIR SELATAN

ZULPIAN APRIYANTO, SH, M.Si
Pembina Utama Muda
Nip. 19651116 198602 1 002




